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BAB I OVERVIEW AKUNTANSI SKPD 
 

A. DASAR HUKUM AKUNTANSI SKPD BERBASIS AKRUAL 
Perkembangan akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari 

diterbitkannya paket Undang-Undang (UU) tentang Keuangan Negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 
15 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sering dengan reformasi 
di bidang keuangan negara, dalam kaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan 
daerah juga dilakukan perbaikan, yaitu dengan diterbitkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai 
pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, dan yang terakhir sudah diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 25 
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  

Dengan reformasi tersebut maka peraturan pelaksanaan di bawah UU pun serentak mengalami 
penyesuaian melalui  perubahan atau revisi. Salah satu peraturan pelaksanaan penting dari paket UU 
Keuangan Negara adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Khusus 
di bidang keuangan daerah, PP Nomor 105 Tahun 2000, diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis, seperti 
Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, diganti dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian dikeluarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan atas Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagai perubahan pertama dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Namun pada saat awal-awal pelaksanaan paket UU Keuangan Negara, belum semua amanat UU 
dapat dijalankan. Misal sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang 
mengatur penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, PP Nomor 24 
Tahun 2005, belum menetapkan basis akrual tersebut. Baru pada tahun 2010, ketika sudah siap, 
pemerintah merilis PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai 
penganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Standar Akuntansi yang ditetapkan pada PP 24 Tahun 2005 
disebutkan menggunakan basis kas menuju basis akrual (cash toward accrual). Sementara pada PP 
Nomor 71 Tahun 2010 ditetapkan dengan tegas penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi 
keuangan pemerintah, dan ditetapkan dilaksanakan paling lambat tahun 2015.  

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010, telah dikeluarkan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah 
(PUSAP) dan khusus pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku pembina, 
menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Secara umum Permendagri 64 Tahun 2013 
mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, dan 
Bagan Akun Standar. Terakhir, Kemendagri menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, yang 
mencabut dan memperbaharui ketentuan tentang Bagan Akun Standar pada Lampiran III Permendagri 
Nomor 64 Tahun 2013.  

Berdasarkan uraian di atas secara ringkas, dasar hukum dari Akuntansi SKPD berbasis akrual 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
B. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 Tentang Penerapan 
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah mengatur hal-hal sebagai 
berikut:  
a. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat 

penjelasan atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian 
pelaporan keuangan.  
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b. Kebijakan akuntansi akun. Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, 
penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan PSAP atas:  
1) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP  
2) pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.  

c. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.  
 

Gambar 1 Hubungan antar Peraturan terkait Akuntansi SKPD 

 
Sumber: Diperbaharui dari Budi Mulyana (2014)  

 
 Dalam bagian Pendahuluan pada lampiran I Permendagri 64 Tahun 2013, yaitu tentang Panduan 
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa, memperhatikan sifatnya 
yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi harus menjadi perhatian semua pihak. Dalam 
pembahasan kebijakan akuntansi tersebut, perlu dijelaskan setiap dampak dari metode yang dipilih, 
baik pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian, kebijakan 
akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional serta dapat diantisipasi implementasinya.  
 Lebih lanjut bagian pendahuluan Permendagri 64 Tahun 2013 tersebut menggambarkan bahwa 
praktek selama ini banyak kebijakan akuntansi disusun dengan menuliskan kembali hampir seluruh isi 
standar akuntansi pemerintahan. Praktek seperti ini menimbulkan inefisiensi karena adanya 
pengulangan (redundancy) antara SAP yang diatur oleh peraturan pemerintah dan kebijakan 
akuntansi yang diatur oleh peraturan kepala daerah. Oleh karena itu Peraturan 
Gubernur/Bupati/Walikota yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah dapat mengambil 
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unsur-unsur pokok dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-pilihan metode, baik dalam 
pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.  
 Sistematika lengkap dari Panduan Penyusunan Kebijakan Akuntansi pada Pemerintah Daerah 
pada Permendagri 64 Tahun 2013 adalah sebagai berikut: 
A. Pendahuluan 
B. Penyusunan Kebijakan Akuntansi  

1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan  
2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun  

C. Penyajian Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun  
1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan  

 a. Pendahuluan  
 b. Tujuan Laporan Keuangan  
 c. Komponen Laporan Keuangan  
 d. Struktur dan Isi 

1) Laporan Realisasi Anggaran  
2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih  
3) Neraca  
4) Laporan Operasional  
5) Laporan Arus Kas  
6) Laporan Perubahan Ekuitas  
7) Catatan Atas Laporan Keuangan  

2. Kebijakan Akuntansi Akun  
 a. Aset  

8) Kas  
9) Investasi Jangka Pendek  
10) Piutang  
11) Persediaan  
12) Investasi Jangka Panjang  
13) Aset Tetap  
14) Aset Lainnya  

 b. Kewajiban  
 c. Ekuitas  
 d. Pendapatan-LRA  
 e. Belanja  
 f. Transfer  
 g. Pembiayaan  
 h. Pendapatan-LO  
 i. Beban  
 j. Koreksi Kesalahan  
Untuk mendalami lebih lanjut hal-hal sesuai sistematika di atas dapat merefer ke Permendagri Nomor 
64 Tahun 2013 tersebut. 
 
C. SEKILAS TENTANG BAGAN AKUNTANSI STANDAR (BAS) PADA AKUNTANSI PEMDA 

Bagan Akun Standar (BAS) merupakan istilah khusus yang digunakan dalam Permendagri Nomor 

64 Tahun 2013 yang juga digunakan dalam Akuntansi Pemerintah Pusat. Namun dalam istilah 

pemerintah pusat, BAS merupakan istilah umum, tidak hanya mengacu kepada klasifikasi rekening 

secara ekonomis sebagaimana dalam Permendagri 64 Tahun 2013. Agar memiliki istilah umum juga, 

dalam Permendagri 90 Tahun 2019, istilah BAS kemudian ŘƛƎŀƴǘƛ ƳŜƴƧŀŘƛ άYƭŀǎƛŦƛƪŀǎi, Kodefikasi dan 

bƻƳŜƴƪƭŀǘǳǊΦέ Jadi istilah BAS dalam keuangan daerah tetap memiliki pengertian khusus, yaitu berarti 

klasifikasi rekening secara ekonomis. 
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Pada Pasal 7 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa BAS merupakan pedoman 

bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan 

keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, 

pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan 

keuangan.  

BAS sebagaimana dimaksud dirinci sebagai berikut:  

1. Level 1 (satu) menunjukkan kode akun;  
2. Level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;  
3. Level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;  
4. Level 4 (empat) menunjukkan kode obyek; dan  
5. Level 5 (lima) menunjukkan kode rincian obyek.  

Jika melihat contoh pada Lampiran III Permendagri tersebut tentang BAS, misal dii bagian awal 

tercantum daftar berikut: 

1         ASET 

1 1       ASET LANCAR 

1 1 1     Kas dan Setara Kas 

1 1 1 01   Kas di Kas Daerah 

1 1 1 01 01 Kas di Kas Daerah 

1 1 1 02   Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 1 02 01 Kas di Bendahara Penerimaan 

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013, lima level BAS ini akan 

berisikan angka sebanyak 7 digit maksimum, terdiri dari level 1 sampai 3 (kode akun, kode kelompok 

dan kode jenis akun) berisi angka 1 digit, sementara level 4 sampai 5 (kode obyek dan kode rincian 

obyek) berisi angka dua digit. 

 Level 1 dari BAS yaitu kode akun terdiri atas :  

1 Aset 

2 Kewajiban 

3 Ekuitas 

4 Pendapatan ςLRA 

5 Belanja  

6 Transfer 

7 Pembiayaan  

8 Pendapatan-LO 

9 Beban  

Selanjutnya Pasal 3 Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Klasifikasi, 
Kodefikasi, dan Nomenklatur terdiri atas: 
1. Urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan subkegiatan; 
2. Fungsi; 
3. Organisasi; 
4. Sumber Pendanaan; 
5. Wilayah Administrasi Pemerintahan; dan 
6. rekening. 

Jika dilihat dari pengertiannya, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur nomor 1 sampai degan 5 

pada Permendagri 90 Tahun 2019 merupakan pengaturan tambahan dalam Permendagri ini dan 

setara dengan pengertian BAS dalam istilah keuangan pemerintah pusat. Namun Klasifikasi, Kodefikasi 

dan Nomenklatur nomor 6, yaitu rekening, merupakan nomenklatur baru yang diperkenalkan yang 
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pengertiannya sama dengan Bagan Akun Standar dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Ayat 7 

dari Pasal 3 Permendagri 90 Tahun 2109 menjelaskan bahwa klasifikasi rekening lebih lanjut disusun 

berdasarkan kode akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek, meliputi aset, 

kewajiban, ekuitas, pendapatan-laporan realisasi anggaran, belanja, pembiayaan, pendapatan-

laporan operasional, dan beban. Pengaturan rincian ini persis sama dengan rincian dari BAS 

berdasarkan Permendagri 64 Tahun 2013 yang tercantum pada Pasal 7 sebagaimana dijelaskan di atas. 

Namun demikian terdapat perbedaan dalam pengaturan level 1 kode akun dalam BAS antara 

Permendagri 64 Tahun 2013 dengan rekening pada Permendagri Nomo 90 Tahun 2019. Secara 

lengkap digit pertama kode akun menurut Permendagri 90 Tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

1 Aset 

2 Kewajiban 

3 Ekuitas 

4 Pendapatan Daerah 

5 Belanja Daerah 

6 Pembiayaan Daerah 

7 Pendapatan Daerah-LO 

8 Beban Daerah 

Salah satu perbedaan antara Permendagri 64 dengan 90 adalah dalam digit pertama kode akun 

di atas. Sebagaimana dapat dilihat lebih lanjut, Permendagri 64 menggunakan 9 angka berbeda untuk 

menunjukkan elemen akuntansi, Aset sampai dengan Beban, sementara Permendagri 90 hanya 

membagi ke dalam 8 elemen akuntansi. 

Juga dari sisi jumlah digit Permendagri 90 Tahun 2019 mengatur secara berbeda. Misal kita cuplik 

bagian awal dari Lampiran Permendagri tersebut, pengaturan digit untuk rekening adalah sebagai 

berikut. 

Kode Akun 

Uraian Akun 

A
ku

n 

K
e

lo
m

p
o

k 

Je
n

is 

O
b

je
k 

R
in

ci
a

n
 

O
b

je
k 

S
u
b
 R

in
ci

a
n
 

O
b

je
k 

1           ASET 

1 1         ASET LANCAR 

1 1 01       Kas dan Setara Kas 

1 1 01 01     Kas di Kas Daerah 

1 1 01 01 01   Kas di Kas Daerah 

1 1 01 01 01 001 Kas di Kas Daerah 

1 1 01 02     Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 01 02 01   Kas di Bendahara Penerimaan 

1 1 01 02 01 001 Kas di Bendahara Penerimaan 

 

Maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, kode rekening (BAS) 

berisikan angka sebanyak 11 digit maksimum, terdiri dari level 1 sampai 2 (kode akun dan kode 

kelompok) berisi angka 1 digit, level 3 sampai 5 (kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek) berisi 

angka 2 digit, dan terakhir level 6 (kode sub Rincian Obyek) berisi angka 3 digit. 

Pada referensi aplikasi ini, klasifikasi rekening (BAS) yang digunakan adalah berdasar 

Permendagrii 64 Tahun 2013, karena aplikasi ini akan mengasumsikan penggunaan data transaksi 
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tahun 2019 atau sebelumnya, sehingga masih akan mengikuti ketentuan menurut Permendagri 

Nomor 64. Proses Akuntansi dan BAS berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 telah 

menerapkan basis akrual. Dengan berbasis akrual kodefikasi BAS telah membedakan antara akun-

akun LRA untuk pembukuan basis kas dengan akun-akun LO untuk pembukuan basis akrual. Untuk 

pembukuan basis kas, BAS menetapkan akun pendapatan LRA diawali dengan digit pertama BAS yaitu 

angka 4, sementara untuk akun belanja diawali dengan digit pertama BAS yaitu angka 5. Sementara 

untuk pembukuan basis akrual, BAS menetapkan akun pendapatan LO diawali dengan digit pertama 

BAS yaitu angka 8, sementara untuk akun beban diawali dengan digit pertama BAS yaitu angka 9. 

Atau diringkas ke dalam daftar sebagai berikut: 
 

 Pembukuan Berbasis Kas / LRA Pembukuan Berbasis Akrual 

Akun Pendapatan Kode Akun 4 Kode Akun 8 

Akun Belanja / Beban Kode Akun 5 Kode Akun 9 

 

D. SISTEM AKUNTANSI SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD) 
Sebelum membahas sistem akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perlu 

dipahami dulu pengertian dari SKPD. SKPD merupakan unit pemerintahan di lingkungan Pemerintah 
Daerah selaku pengguna anggaran, yang dapat berbentuk dinas, badan, dan kantor ataupun satuan. 
Sebagai pengguna anggaran, SKPD harus menyelenggarakan sistem akuntansi guna menghasilkan 
laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dikelolanya.  

Sistem pengelolaan APBD yang berlaku saat ini mengharuskan seluruh penerimaan uang oleh 
SKPD disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran dilakukan dari rekening Kas Umum 
Daerah. Istilah Kas Umum Daerah sering juga disebut Kas Daerah atau sering disingkat Kasda. 
Pengelola Kasda adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan dengan demikian bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD).  

Dengan demikian, walaupun SKPD telah memiliki dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), aliran 
kas masuk yang merupakan pendapatan daerah harus disetorkan ke Kas Daerah. Demikian juga untuk 
setiap pembayaran belanja SKPD, uang yang digunakan adalah uang yang berasal dari Kas Daerah. 
Pendapatan daerah adakalanya disetor langsung oleh pihak wajib bayar ke Kas Daerah, ada pula yang 
dibayarkan melalui bendahara penerimaan SKPD. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan akan 
menyetorkan uang penerimaan daerah tersebut ke Kas Daerah. Sementara itu, untuk pembayaran 
belanja SKPD dapat dilakukan dengan dua cara; (1) pembayaran langsung (LS) oleh BUD kepada pihak 
penerima pembayaran dan (2) melalui Bendahara Pengeluaran SKPD dengan mekanisme uang 
persediaan (UP). Untuk lebih jelasnya hubungan antara SKPD dengan PPKD dapat dilihat pada Gambar 
2 berikut. 

Gambar 2 Hubungan antara SKPD dan PPKD 

 
Sumber: Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah (DJPK, tanpa tahun)  
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Mekanisme di atas akan menimbulkan hubungan khusus antara SKPD dengan PPKD (selaku 
BUD). Untuk tujuan akuntansi, hubungan keuangan antara berbagai SKPD dan PPKD selaku BUD dapat 
menyerupai hubungan antara kantor pusat dan kantor cabang. PPKD diperlakukan sebagai kantor 
pusat, sementara itu SKPD diperlakukan sebagai kantor cabang. 

¢Ǌŀƴǎŀƪǎƛ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ŀƴǘŀǊ άƪŀƴǘƻǊ Ǉǳǎŀǘ Řŀƴ ŎŀōŀƴƎέ ǘŜǊǎŜōǳǘ ŘƛǊŜƪŀƳ κŘƛōǳƪǳƪŀƴ ƻƭŜƘ ǎŜǘƛŀǇ 
SKPD ke ŘŀƭŀƳ ŀƪǳƴ άwŜƪŜƴƛƴƎ YƻǊŀƴ ttY5 όwY-ttY5ύέΦ {ŜƳŜƴǘŀǊŀ ƛǘǳΣ ttY5 ŀƪŀƴ ƳŜǊŜƪŀƳ ǘǊŀƴǎŀƪǎƛ 
ƘǳōǳƴƎŀƴ ƪŜǳŀƴƎŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ǎŜƭǳǊǳƘ {Yt5 ǘŜǊǎŜōǳǘ ƪŜ ŘŀƭŀƳ ŀƪǳƴ άwekening Koran SKPD (RK-{Yt5ύΦέ 
Dengan demikian, akun RK-PPKD dan akun RK-SKPD merupakan akun yang mencerminkan hubungan 
keuangan timbal-balik (resiprokal) antara PPKD (selaku BUD) dan SKPD (selaku pengguna anggaran). 

Transaksi anggaran yang akan terjadi di SKPD tergambar di dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) SKPD yang bersangkutan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam hal 
penganggaran dan pelaksanaannya antara PPKD dan Kepala SKPD, maka tidak akan terjadi tumpang 
tindih (overlap) penganggaran antara PPKD dan SKPD. Penganggaran pendapatan dan belanja yang 
tidak dianggarkan di dalam DPA PPKD, akan dianggarkan di dalam DPA SKPD. 

Sementara itu, penganggaran pembiayaan seluruhnya merupakan kewenangan PPKD sehingga 
anggaran pembiayaan tidak akan muncul di dalam DPA SKPD. 

Struktur anggaran SKPD yang tertuang di dalam DPA SKPD terdiri dari: 
a.  Anggaran Pendapatan 

i. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
ii. Lain-Lain PAD yang Sah 

b.  Anggaran Belanja 
i.  Belanja Tidak Langsung 

- Belanja Pegawai 
ii.  Belanja Langsung 

1. Belanja Pegawai 
2. Belanja Barang dan Jasa 
3. Belanja Modal 

Perlu digarisbawahi bahwa tidak semua SKPD memiliki kewenangan untuk memungut PAD. 
Kewenangan untuk memungut PAD berupa pajak daerah berada pada SKPKD sedangkan beberapa 
SKPD tertentu memiliki kewenangan untuk memungut retribusi. 

Lampiran II dari Perrmendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah berisikan Panduan Penyusunan Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah. Dalam Panduang tersebut dijelaskan tahapan untuk menyusun Sistem 
Akuntansi Pemerintah Daerah, yaitu  
1. identifikasi prosedur  
2. menentukan pihak-pihak terkait 
3. menentukan dokumen terkait 
4. menentukan jurnal standar 
5. menuangkan dalam langkah teknis 

Untuk memberikan gambaran bentuk penyajian sistem akuntansi pemerintah daerah, panduan 
tersebut menguraikan lima tahapan di atas untuk berbagai jenis transaksi. Dijelaskan baik sistem 
akuntansi PPKD maupun sistem akuntansi SKPD. Bagian berikut dari modul ini mencuplik penjelasan 
dari Lampiran II Permendagri tersebut untuk sistem akuntansi yang relevan, yaitu sistem akuntansi 
SKPD. Dari 5 tahapan yang dijelaskan pada Lampiran II tersebut, hanya tahapan  keempat yang 
dijelaskan di sini, yang merupakan tahapan paling penting dalam proses akuntansi, yaitu menentukan 
jurnal standar. Penjelasan transaksi dan penentuan jurnal standar pada SKPD adalah sebagai berikut. 

 
1. Pencatatan Anggaran pada SKPD  

Pencatatan anggaran pada SKPD merupakan tahap persiapan sistem akuntansi pemerintah 
daerah. Pada tahap ini dilakukan pencatatan untuk merekam data anggaran yang akan membentuk 
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estimasi perubahan SAL. Estimasi perubahan SAL ini merupakan akun perantara yang berguna dalam 
rangka pencatatan transaksi realisasi anggaran.  

Berdasarkan dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD), PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ 
tŜƴŘŀǇŀǘŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ ǎŜōŜǎŀǊ ǘƻǘŀƭ ŀƴƎƎŀǊŀƴ ǇŜƴŘŀǇŀǘŀƴΣ Řŀƴ ά!ǇǊƻǇǊƛŀǎƛ .ŜƭŀƴƧŀέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ǎŜōŜǎŀǊ 
ǘƻǘŀƭ ŀƴƎƎŀǊŀƴ ōŜƭŀƴƧŀΦ {ŜƭƛǎƛƘ ŀƴǘŀǊŀ ŀƴƎƎŀǊŀƴ ǇŜƴŘŀǇŀǘŀƴ Řŀƴ ŀƴƎƎŀǊŀƴ ōŜƭŀƴƧŀ ŘƛŎŀǘŀǘ ά9ǎǘƛƳasi 
tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ŘŜōƛǘΦ !ǘŀǎ ǘǊŀƴǎŀƪǎƛ Řƛ ŀǘŀǎΣ ttY-SKPD membuat jurnal sebagai berikut:  

 

Estimasi Pendapatan  xxx   

Estimasi Perubahan SAL  xxx   

            Apropriasi Belanja   xxx  

 
2. Akuntansi Pendapatan SKPD  

Transaksi pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan 
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal instansi pemungut pajak terpisah 
dari BUD, maka pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila 
pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD, pajak 
daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD. Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak 
terpisah dari PPKD disajikan sebagai berikut:  
a) Pemungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah maupun 

penyetoran langsung oleh masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan 
pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Daerah. SKPD 
yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP Daerah) terkait. Selain 
disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-
SKPD. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak 
daerah setelah dilakukan pembayaran. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui 
ǇŜƴŘŀǇŀǘŀƴ ǇŀƧŀƪ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴŎŀǘŀǘ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴŜǊƛƳŀŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ 
Pajak Daerahς[h όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭ sebagai berikut:  
 

Kas di Bendahara Penerimaan            xxx    

Pendapatan Pajak Daerah-LO       xxx  

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ 
άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ tŀƧŀƪ 5ŀŜǊŀƘ -[w! όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Estimasi Perubahan SAL  xxx    

          Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA   xxx  

 
Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan 
menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άwY 
ttY5έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴŜǊƛƳŀŀƴέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ 

  

RK PPKD  xxx   

       Kas di Bendahara Penerimaan   xxx 

 
tŀŘŀ ŀƪƘƛǊ ǘŀƘǳƴ ǘŜǊƘŀŘŀǇ {Yt ȅŀƴƎ ōŜƭǳƳ ŘƛƭǳƴŀǎƛΣ ttY {Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άtƛǳǘŀƴƎ tŀƧŀƪ 5ŀŜǊŀƘ 
όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ tŀƧŀƪ 5ŀŜǊŀƘς LO (sesuai rincian objek 
ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 

Piutang Pajak Daerah ...  xxx   

tŜƴŘŀǇŀǘŀƴ tŀƧŀƪ 5ŀŜǊŀƘΧΦΦ - LO   xxx 
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b) Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam periode tahun berjalan, diakui 
ketika pembayarannya telah diterima. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian 
akan menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi dasar bagi PPK SKPD untuk 
ƳŜƴƎŀƪǳƛ ǇŜƴŘŀǇŀǘŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴŎŀǘŀǘ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴŜǊƛƳŀŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řan 
άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘ - [h όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Kas di Bendahara Penerimaan  xxx   

      tŜƴŘŀǇŀǘŀƴ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘΧ -LO   Xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan retribusi, PPK-SKPD mencatat 
ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘ-LRA (sesuai rincian objek 
ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Estimasi Perubahan SAL  xxx   

      Pendapatan Retribusi Daerah -LRA   xxx 

 
Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke Kas Daerah dengan 
menggunakan Surat Tanda Setoran (STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άwY 
ttY5έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴŜǊƛƳŀŀƴέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 
RK PPKD  xxx   

                 Kas di Bendahara Penerimaan   xxx 

 
tŀŘŀ ŀƪƘƛǊ ǘŀƘǳƴ ǘŜǊƘŀŘŀǇ {Yw ȅŀƴƎ ōŜƭǳƳ ŘƛƭǳƴŀǎƛΣ ttY {Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άtƛǳǘŀƴƎ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘ 
όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘ ς LO (sesuai rincian objek 
ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ Ƨurnal:  

 

tƛǳǘŀƴƎ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘΧΦΦ  xxx   

                tŜƴŘŀǇŀǘŀƴ wŜǘǊƛōǳǎƛ 5ŀŜǊŀƘΧΦ - LO   xxx 

 
3. Akuntansi Belanja dan Beban SKPD  
a) Belanja dan Beban Pegawai  
(1)  Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Uang Persediaan  

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban pegawai yang menggunakan 
uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ƧǳǊƴŀƭ ά.Ŝōŀƴ tŜƎŀǿŀƛ-
[hέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 

       Beban Pegawai-LO  xxx   

             Kas di Bendahara Pengeluaran   xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran realisasi belanja pegawai, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜƭŀƴƧŀ tŜƎŀǿŀƛέ 
Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 

    Belanja Pegawai  xxx   

               Estimasi Perubahan SAL   xxx 

 
(2)  Belanja dan Beban Pegawai Menggunakan Mekanisme LS  

Pengakuan beban pegawai yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan SP2D LS. 
SP2D LS ini menjadi dasar bagi PPK-{Yt5 ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ tŜƎŀǿŀƛ - [hέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άwY ttY5έ 
di kredit dengan jurnal:  
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     Beban Pegawai - LO  xxx   

             RK PPKD   xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja pegawai, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜƭŀƴƧŀ 
tŜƎŀǿŀƛέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ di kredit dengan jurnal:  
 

     Belanja Pegawai  xxx   

              Estimasi Perubahan SAL   xxx 

 
Belanja Pegawai tersebut dicatat jumlah brutonya, yaitu nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai 
potongan atas Belanja Pegawai tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh Fungsi Akuntansi 
PPKD.  
(3)  Pengajuan Ganti Uang  

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar 
bagi PPK-{Yt5 ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǘŀǘ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άwY ttY5έ Řƛ ƪǊŜdit 
dengan jurnal:  

 

Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx   

          RK PPKD   xxx 

 
b)  Belanja dan Beban Barang dan Jasa  
(1) Belanja dan Beban Barang Menggunakan Uang Persediaan  

Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban barang dengan 
menggunakan uang persediaan. Pengakuan beban barang yang menggunakan uang persediaan 
dilakukan berdasarkan bukti transaksi beban barang. Bukti transaksi ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD 
ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ .ŀǊŀƴƎ Řŀƴ Wŀǎŀ όǎŜǎǳŀƛ  ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ 
tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 

.Ŝōŀƴ .ŀǊŀƴƎ Řŀƴ WŀǎŀΧΦΦ  xxx   

      Kas di Bendahara Pengeluaran   xxx 

 
Khusus untuk pengadaan barang dan jasa berupa belanja bahan pakai habis, belanja bahan/material, 
PPK-SKPD menŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ tŜǊǎŜŘƛŀŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άYŀǎ Řƛ ōŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ 
jurnal:  
 

Beban Persediaan  xxx   

      Kas di Bendahara Pengeluaran   xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜƭŀƴƧŀ Barang 
Řŀƴ Wŀǎŀ όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 
(2) Belanja dan Beban Barang dan Jasa Menggunakan Mekanisme LS  

Pengakuan beban barang yang menggunakan mekanisme LS dilakukan berdasarkan Berita 
Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut menjadi dasar bagi PPK-SKPD 
ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ .ŀǊŀƴƎ Řŀƴ Wŀǎŀ όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀ 
.ŀǊŀƴƎ Řŀƴ WŀǎŀΧΦΦέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Beban Barang dan Jasa ...  xxx   

       Utang Belanja Barang dan Jasa ...   xxx 
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Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran beban barang tersebut. 
Berdasarkan SP2D pelunasan utang beban tersebut, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀ .ŀǊŀƴƎΧΦΦέ Řƛ 
deōƛǘ Řŀƴ άwY ttY5έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Utang Belanja Barang ...  xxx   

       RK PPKD   xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi belanja, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜƭŀƴƧŀ όǎŜǎǳŀƛ 
ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Belanja .....  xxx   

      Estimasi Perubahan SAL   xxx 

 
Belanja barang tersebut dicatat berdasarkan nilai bruto.  
 
(3) Pengajuan Ganti Uang  

Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D GU. SP2D GU ini menjadi dasar 
bagi PPK-{Yt5 ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǘŀǘ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άwY ttY5έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ 
dengan jurnal:  

 

Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx   

         RK PPKD   xxx 

 
(4) Transaksi pembayaran biaya sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran  

Apabila SKPD melakukan pembayaran sewa yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun 
anggaran yang dicatat dengan pendekatan beban oleh pemerintah daerah, PPK-SKPD akan mencatat 
ά.Ŝōŀƴ {Ŝǿŀέ ǳƴǘǳƪ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ōŜōŀƴ ǘŀƘǳƴ ōŜǊƪŜƴŀŀƴ Řŀƴ ά.Ŝōŀƴ {Ŝǿŀ 5ƛōŀȅŀǊ Řƛ aǳƪŀέ ǳƴǘǳƪ 
ƳŜƴŎŀǘŀǘ ǎƛǎŀƴȅŀ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άwY ttY5έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Beban Sewa  
Beban Sewa Dibayar di Muka  

xxx  
xxx  

 

        RK PPKD   xxx 

 
c) Pengembalian Beban  

Dalam kasus terjadi penerimaan kembali beban pada periode berjalan dan mempengaruhi posisi 
kas, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άYŀǎ Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.Ŝōŀƴ όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ 
ȅŀƴƎ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 

Kas di Bendahara Pengeluaran  xxx   

           Beban ...   xxx 

 
Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ 
{![έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.ŜƭŀƴƧŀ όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Estimasi Perubahan SAL  xxx   

         .ŜƭŀƴƧŀ Χ   xxx 

 
Kasus pengembalian beban juga dapat terjadi pada belanja-belanja yang terjadi di periode 

sebelumnya (pengembalian dilakukan setelah laporan keuangan diterbitkan). Pada kasus seperti ini 
harus diidentifikasi terlebih dahulu apakah pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang 
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atau tidak berulang. Dalam hal pengembalian terjadi pada belanja yang sifatnya berulang, PPK-SKPD 
ƳŜƴŎŀǘŀǘ άwY ttY5έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.Ŝōŀƴ όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

RK PPKD  xxx   

      Beban ...   xxx 

 
Sebagai transaksi untuk mengkoreksi realisasi anggaran, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ 

tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.ŜƭŀƴƧŀ όǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Estimasi Perubahan SAL  xxx   

     Belanja .....   xxx 

 
Dalam hal pengembalian belanja yang sifatnya tidak berulang, PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan. 
tŜƴŎŀǘŀǘŀƴ Řƛƭŀƪǳƪŀƴ ƻƭŜƘ CǳƴƎǎƛ !ƪǳƴǘŀƴǎƛ ttY5 ŘƛƳŀƴŀ CǳƴƎǎƛ !ƪǳƴǘŀƴǎƛ ttY5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άYŀǎ Řƛ 
Yŀǎ 5ŀŜǊŀƘέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ [ŀƛƴƴȅŀ-[hέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Kas di Kas Daerah  xxx   

     Pendapatan Lainnya-LO   xxx 

 
{ŜōŀƎŀƛ ǘǊŀƴǎŀƪǎƛ ǊŜŀƭƛǎŀǎƛ ŀƴƎƎŀǊŀƴΣ CǳƴƎǎƛ !ƪǳƴǘŀƴǎƛ ttY5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ 
ŘŜōƛǘ Řŀƴ άtŜƴŘŀǇŀǘŀƴ [ŀƛƴƴȅŀς[w!έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Estimasi Perubahan SAL  xxx    

     Pendapatan Lainnya-LRA   xxx  

 
d. Akuntansi Aset SKPD  
a) Pembelian Aset Tetap  

Dalam kasus pembelian aset tetap, berdasarkan bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan 
Barang, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna 
Anggaran. Berdasarkan bukti memorial aset tetap ini, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά!ǎŜǘ ¢ŜǘŀǇΦΦΦΦΦέ Řƛ ŘŜōƛǘ 
Řŀƴ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀ aƻŘŀƭέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  

 

Aset Tetap .....  xxx   

     Utang Belanja Modal   xxx 

 
Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk pembayaran perolehan aset tetap tersebut 
mulai dari pengajuan SPP, pembuatan SPM hingga penerbitan SP2D. Berdasarkan SP2D tersebut PPK-
{Yt5 ŀƪŀƴ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀ aƻŘŀƭέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άwY ttY5έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Utang Belanja Modal  xxx   

     RK PPKD   xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-{Yt5 ƧǳƎŀ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜƭŀƴƧŀ aƻŘŀƭ όǎŜǎǳŀƛ ƧŜƴƛǎƴȅŀύέ Řƛ 
ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜǊǳōŀƘŀƴ {![έ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Belanja Modal .....  xxx   

     Estimasi Perubahan SAL   xxx 
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b) Penghapusan Aset Tetap  
Penghapusan aset tetap dapat terjadi karena penjualan, tukar-menukar, hibah, penyertaan 

modal, pemusnahan atau karena sebab-sebab lainnya. Untuk penghapusan aset tetap karena 
ǇŜƴƧǳŀƭŀƴ ǎǳǊǇƭǳǎΣ ttY {Yt5 ŀƪŀƴ ƳŜƴŎŀǘŀǘ άwY ttY5έ Řŀƴ ά!ƪǳƳǳƭŀǎƛ tŜƴȅǳǎǳǘŀƴέ Řƛ ŘŜōit serta 
ά{ǳǊǇƭǳǎ tŜƴƧǳŀƭŀƴ !ǎŜǘ bƻƴ [ŀƴŎŀǊ - [hέ Řŀƴ ά!ǎŜǘ ǘŜǘŀǇ όǎŜǎǳŀƛ ƧŜƴƛǎƴȅŀύέ ǎŜōŜǎŀǊ ƴƛƭŀƛ 
perolehannya di kredit dengan jurnal:  
 

RK PPKD  xxx   

Akumulasi Penyusutan  xxx   

      Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO   xxx  

      Aset tetap.....   xxx  

 
Sedangkan untuk penghapusan aset tetap karena pemusnahan PPK-SKPD mencatat penghapusan aset 
tetap tersebut. Terhadap kejadian diatas, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά!ƪǳƳǳƭŀǎƛ tŜƴȅǳǎǳǘŀƴ !ǎŜǘ ¢ŜǘŀǇΦΦΦΦΦέ 
Řŀƴ ά5ŜŦƛǎƛǘ ŘŀǊƛ YŜƎƛŀǘŀƴ bƻƴ hǇŜǊŀǎƛƻƴŀƭ [ŀƛƴƴȅŀ -Lhέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά!ǎŜǘ ¢ŜǘŀǇΦΦΦΦΦέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ 
jurnal:  
 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....  xxx   

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO  xxx   

      Aset Tetap .....   Xxx 

 
e. Akuntansi Kewajiban SKPD  

Ketika SKPD melakukan suatu transaksi pembelian barang dan jasa yang telah dilaksanakan dan 
pelunasan belum dilakukan, PPK-SKPD akan mengakui adanya utang/kewajiban akibat transaksi 
ǘŜǊǎŜōǳǘ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜōŀƴΦΦΦόǎŜǎǳŀƛ ǊƛƴŎƛŀƴ ƻōƧŜƪ ǘŜǊƪŀƛǘύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀέ Řƛ 
kredit dengan jurnal:  
 

Beban....  xxx   

     Utang Belanja   xxx 

 
Dalam kasus pembelian aset tetap dan pelunasan belum dilakukan, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά!ǎŜǘ ¢ŜǘŀǇέ 
Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Aset Tetap  xxx   

Utang Belanja   xxx  

 
Pada saat SKPD melakukan pembayaran, maka PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά¦ǘŀƴƎ .ŜƭŀƴƧŀέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ άYŀǎ 
Řƛ .ŜƴŘŀƘŀǊŀ tŜƴƎŜƭǳŀǊŀƴέ όǳƴǘǳƪ ƪŀǎǳǎ ōŜƭŀƴƧŀ ƳŜƴƎƎǳƴŀƪŀƴ ¦tύ ŀǘŀǳ άwY ttY5έ όǳƴǘǳƪ ƪŀǎǳǎ 
belanja dengan mekanisme LS) di kredit dengan jurnal:  
 

Utang Belanja  xxx   

       Kas di Bendahara Pengeluaran   Xxx 

 
Atau jurnal tersebut dilakjukan dengan mengkredit wY ttY5έ όǳƴǘǳƪ ƪŀǎǳǎ ōŜƭŀƴƧŀ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƪŀƴƛǎƳŜ 
LS) dengan jurnal 
 

Utang Belanja  xxx   

       RK PPKD   xxx 
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f. Jurnal Koreksi dan Penyesuaian SKPD  
a) Koreksi kesalahan pencatatan  

Untuk melakukan koreksi atas terjadinya kesalahan pencatatan, PPK-SKPD akan membuat bukti 
memorial yang akan diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan bukti memorial yang telah 
diotorisasi, PPK-SKPD langsung membuat pembetulan atas jurnal yang salah catat tersebut. Misal, 
transaksi beban/belanja telepon dicatat pada beban/belanja listrik. Untuk melakukan koreksi atas 
kesalahan tersebut, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ Wŀǎŀ  
 ¢ŜƭŜǇƻƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.Ŝōŀƴ Wŀǎŀ ƭƛǎǘǊƛƪέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜngan jurnal:  
 

Beban Jasa Telepon  xxx   

      Beban Jasa Listrik   xxx 

 
Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.ŜƭŀƴƧŀ ǘŜƭŜǇƻƴέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.ŜƭŀƴƧŀ 
ƭƛǎǘǊƛƪέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Belanja telepon  xxx   

       Belanja listrik   xxx 

 
b) Pengakuan persediaan  
 Apabila SKPD melakukan transaksi persediaan dengan pendekatan beban dan metode 
periodik, maka pada akhir periode sebelum menyusun laporan keuangan, secara rutin akan dilakukan 
stock opname setiap akhir periode untuk mengetahui sisa persediaan yang dimiliki. Berdasarkan berita 
acara stock opname, PPK-{Yt5 ƳŜƴŎŀǘŀǘ άtŜǊǎŜŘƛŀŀƴΦΦΦ όǎŜǎǳŀƛ ƧŜƴƛǎƴȅŀύέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά.Ŝōŀƴ .ŀǊŀƴƎ 
Řŀƴ Wŀǎŀ όǎŜōŜǎŀǊ ǇŜǊǎŜŘƛŀŀƴ ȅŀƴƎ ŀŘŀ Řƛ ŀƪƘƛǊ ǇŜǊƛƻŘŜύέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Persediaan ...  xxx   

      Beban Barang dan Jasa   xxx 

 
c) Jurnal penyusutan  

Berdasarkan daftar barang dan kebijakan akuntansi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, PPK-
SKPD pada akhir tahun akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna 
Anggaran untuk mengakui depresiasi atau penyusutan atas aset tetap yang dimiliki. PPK-SKPD 
ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ tŜƴȅǳǎǳǘŀƴΦΦΦέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ ά!ƪǳƳǳƭŀǎƛ tŜƴȅǳǎǳǘŀƴέ Řƛ ƪǊŜŘƛǘ ŘŜƴƎŀƴ ƧǳǊƴŀƭΥ  
 

Beban Penyusutan ...  xxx   

       Akumulasi Penyusutan   xxx 

 
d) Penyesuaian Beban Jasa Dibayar di Muka  

Apabila SKPD telah mencatat transaksi pengadaan barang dan jasa untuk beberapa tahun 
seperti pembayaran sewa, Pemerintah Daerah perlu membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 
untuk menyesuaikan beban tersebut. Pada akhir tahun berikutnya, berdasarkan Surat Perjanjian 
Sewa, PPK-SKPD akan membuat bukti memorial yang kemudian akan diotorisasi oleh Pengguna 
Anggaran untuk penyesuaian beban sewa. PPK-{Yt5 ŀƪŀƴ ƳŜƴŎŀǘŀǘ ά.Ŝōŀƴ {Ŝǿŀέ Řƛ ŘŜōƛǘ Řŀƴ 
ά.Ŝōŀƴ Wŀǎŀ ŘƛōŀȅŀǊ ŘƛƳǳƪŀέ Řƛ ƪǊŜŘƛt dengan jurnal:  
 

Beban Sewa  xxx   

Beban Jasa dibayar dimuka   xxx 
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g. Jurnal, Buku Besar, Neraca Saldo dan Laporan Keuangan SKPD  
Sebagai entitas akuntansi, SKPD melakukan proses akuntansi yang dimulai dari pencatatan 

transaksi hingga penyusunan Laporan Keuangan. Transaksi-transaksi tersebut dicatat oleh PPK-SKPD 
sesuai dengan dokumen transaksinya ke dalam buku jurnal, dilanjutkan dibukukan ke buku besar, 
direkap dalam Neraca Saldo dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam buku ini, penjurnalan, 
pembukuan ke dalam buku besar,  rekap ke dalam Neraca Saldo dan penyusunan ke dalam laporan 
keuangan dilakukan secara otomatis dengan bantuan Aplikasi Akuntansi SKPD berbasis Microsoft 
Access. 
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BAB II PERSIAPAN DAN SETTING APLIKASI 
 

A. INSTALL APLIKASI 
Aplikasi Akuntansi SKPD ini merupakan aplikasi untuk kepentingan pembelajaran mata kuliah 

Akuntansi Pemerintah serta Ujian Sertifikasi Akuntansi Pemerintah (USAP), khususnya pada topik 

Akuntansi Pemerintah Daerah. Karena Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri dari Akuntansi Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) maka 

pembuatan aplikasi akuntansi pemerintah daerah idealnya bisa ditujukan untuk dua keperluan 

akuntansi tersebut. Aplikasi yang disusun ini, sementara masih ditujukan untuk akuntansi SKPD saja. 

Penyusunan aplikasi memprioritaskan akuntansi SKPD karena dalam jumlah penggunaan dan jumlah 

pihak yang terlibat, akuntasi SKPD lebih banyak digunakan dan melibatkan lebih banyak pegawai 

daripada akuntansi PPKD.  

Aplikasi Akuntansi SKPD ini dikembangkan dengan software pemrograman database Microsoft 

Access. Aplikasi bisa langsung dijalankan pada personal computer (PC) yang memiliki program 

Microsoft Access. Untuk PC yang belum ada Microsoft Access -nya, maka instalasi aplikasi nanti akan 

mengarahkan pengguna untuk mendownload runtime dari Micorosft Access. Instalasi aplikasi sendiri 

dapat diperoleh di link bit.ly/InstallerAkuntansiSKPD. Secara berkala pada link tersebut nantinya akan 

disampaikan update dari aplikasi tersebut, jika ada. 

Secara default aplikasi akan diinstal pada folder yang akan secara khusus dibuatkan, yaitu pada 

folder C:\Aplikasi Akuntansi SKPD 1.0.  Setelah diinstal, pada folder tersebut akan terdapat beberapa 

file, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. 

Gambar 3 File-File yang akan Terinstal pada Folder Aplikasi Akuntansi SKPD 

 
 

Sebenarnya masih terdapat satu file yang diperlukan untuk melaksanakan ujian sertfikasi, untuk 

memudahkan penilaian secara otomatis, yaitu hasil pekerjaan dari aplikasi ini diekspor pada suatu file 

Excel. File Excel template harus sudah terdapat pada folder tersebut. File excel tersebut bisa 

didownload bersama installer aplikasi pada folder download yang sama dan nanti bisa ditempatkan 

(dicopy paste) pada folder C:\Aplikasi Akuntansi SKPD 1.0 ini.  Nama fiie Excel ini adalah άAplikasi SKPD 

Excel.xlsmέ. Saat dibuka, pilihan enable macro yang muncul setelah membuka file excel tersebut 

harus diset OK. 

 

file:///D:/Akpem/Aplikasi%20Akuntansi/Bahan/bit.lyAplikasiAkuntansi%20SKPD
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B. MEMBUKA PERTAMA APLIKASI 
Pada umumnya setelah suatu aplikasi dibuka pertama kali, akan tampil layar input user dan 

password. Untuk aplikasi ini, karena pertimbangan kesederhanaan, sementara belum dilengkapi 

dengan fasilitas user name dan password, jadi aplikasi bisa langsung digunakan setelah dibuka. 

Selanjutnya, setelah aplikasi dibuka akan tampil screenshoot sebagaimana pada Gambar 4 berikut. 

Gambar 4 Menu Screenshoot Aplikasi 

 
 

Klik pada icon aplikasi di kotak tengah bagian bawah kiri, maka akan terbuka menu aplikasi 

sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. 

Gambar 5 Layar Menu Aplikasi  

 
 

Urutan menu pada layar switchboard ini akan menjadi dasar penjelasan dalam panduan 

penggunaan aplikasi pada modul ini selanjutnya.  Untuk memudahkan, penyebutan menu bisa 

dinyatakan dalam urutan menu, sehingga selengkapnya penyebutan menu adalah sebagai berikut: 

1. Menu kesatu berarti menu Mengisi Data SKPD dan Pemda 

2. Menu kedua berarti menu Lihat Kode Akun Basis Akrual  

3. Menu ketiga berartu menu Lihat Kode Akun Basis Kas (LRA) 

4. Menu keempat berartu menu Input dan Review Nama Program 

5. Menu kelima berartu menu Pilih Mode Input Jurnal 

6. Menu keenam berartu menu Preview Lapkeu Basis Akrual  
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7. Menu ketujuh berartu menu Preview Lapkeu Basis Kas 

8. Menu kedelapan berartu menu Selesai dan Keluar  

 

C. MENGISI DATA SKPD DAN PEMDA 
Sesuai menu yang tercantum maka, sebelum aplikasi dapat dijalankan, terdapat beberapa data 

yang harus diset (dimasukkan). Salah satu data yang harus diisi pertama adalah data Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD).  Aplikasi ini diharapkan ke depannya akan dapat dimasukkan lebih dari satu 

SKPD, sehingga bisa memasukkan sebanyak jumlah SKPD yang ada dalam satu Pemda. Namun 

sementara hanya akan digunakan untuk satu SKPD saja.  

Untuk pengerjaan di Ujian Sertifikasi, Anda akan diminta memasukkan Nama SKPD sesuai NPM 

Anda atau kode unik lainnya. Dengan nama SKPD sesuai NPM Anda, maka catatan transaksi Anda akan 

unik untuk SKPD Anda saja. Meskipun data transaksi sama, tapi hasil pengerjaan tidak dapat saling 

dipertukarkan antara satu SKPD berbasis NPM dengan SKPD yang lain. Data SKPD sejak awal menjadi 

kunci pembeda antara satu SKPD dengan SKPD yang lain. 

Data SKPD dapat diakses dengan mengklik menu aplikasi pertama, yaitu Mengisi Kode Data SKPD 

dan Pemda. Pada buku panduan ini kita akan sekalian menjelaskan penyelesaian suatu kasus 

akuntansi suatu SKPD. Silakan pembaca mulai mengikuti apa yang dijelaskan dan diujicoba/ 

dipraktekkan pada aplikasi yang telah diinstall sebelumnya di PC atau laptop Pembaca. Kasus ini akan 

menggunakan SKPD yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dengan Nomor SKPD yaitu 12345. 

Tampilan form untuk mengisi  data SKPD dengan isian SKPD contoh kasus yang dibahas adalah 

sebagaimana pada Gambar 6. 

Gambar 6 Mengisi Data SKPD 

 
 

D. MENGSKPLOR REFERENSI BAGAN AKUNTANSI STANDAR (BAS)  
Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, subbab C (Sekilas tentang Bagan Akuntansi Standar 

pada Akuntansi Pemerintah Daerah), aplikasi ini di dalamnya sudah dilengkapi dengan daftar akun 

atau bagan akun standar (BAS) sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Juga telah 

disebutkan bahwa Proses Akuntansi dan BAS berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 telah 

menerapkan basis akrual. Dengan berbasis akrual kodefikasi BAS telah membedakan antara akun-

akun LRA untuk pembukuan basis kas dengan akun-akun LO untuk pembukuan basis akrual. Secara 

ringkas, untuk pembukuan basis kas, BAS menetapkan akun pendapatan LRA diawali dengan digit 

pertama BAS yaitu angka 4, sementara untuk akun belanja diawali dengan digit pertama BAS yaitu 

angka 5. Sementara untuk pembukuan basis akrual, BAS menetapkan akun pendapatan LO diawali 

dengan digit pertama BAS yaitu angka 8, sementara untuk akun beban diawali dengan digit pertama 
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BAS yaitu angka 9, selain menjurnal untuk akun asset dengan digit pertama kode akun yaitu dengan 

angka 1, kewajiban dengan angka 2 dan ekuitas dengan angka 3. 

Diperlukan kehati-hatian dalam menerapkan BAS untuk akuntansi berbasis akrual. Terdapat 

banyak transaksi yang dicatat pada akun yang tidak sinkron untuk keperluan pencatatan basis kas 

dengan basis akrual. Contoh transaksi belanja modal dicatat sebagai belanja modal dalam pembukuan 

berbasis kas (LRA), sementara dalam pembukuan basis akrual dicatat sebagai perolehan Aset Tetap. 

Selain itu perlu dicermati juga belanja barang tertentu, yang merupakan persediaan, yang dalam 

pembukuan basis kas dicatat sebagai belanja barang, dalam pembukuan berbasi akrual, akan dicatat 

sebagai Persediaan (jika dicatat dengan pendekatan aset). Meskipun nantinya, saat persediaan 

diketahui habis digunakan, maka akun Persediaan akan dipindahkan menjadi akun Beban Barang yang 

sesuai. Bisa dilihat kembali pembahasan jurnal standar pada Bab I Subbab D. 

Berikut mapping antara Akun-Akun LRA dengan pasangannya Akun-Akun Akrual pada BAS 

Akuntansi Pemerintah Daerah berdasar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 serta sekilas 

perbandingan dengan BAS Akuntansi Pemerintah Pusat sampai tingkat dua digit.  

Berdasar BAS Permendagri 64 
BAS Akuntansi Pempus 

Akun-Akun LRA (Pembukuan Basis Kas) Akun-Akun Pembukuan Basis Akrual 

Kode Nama Akun Kode Nama Akun Kode Nama Akun 

41 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ς LRA 81 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) ς LO   

42 PENDAPATAN TRANSFER ς LRA 82 PENDAPATAN TRANSFER ς LO   

43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 
SAH ς LRA 

83 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 
SAH ς LO 

  

  84 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO   

  85 PENDAPATAN LUAR BIASA - LO   

51 BELANJA OPERASI 91 BEBAN OPERASI - LO 51 Belanja Pegawai 

52 BELANJA MODAL 92 BEBAN TRANSFER 52 Belanja Barang 

53 BELANJA TAK TERDUGA 93 DEFISIT NON OPERASIONAL 53 Belanja Modal 

  94 BEBAN LUAR BIASA   

 

Sebagaimana dapat dilihat pada mapping di atas, juga diperlukan kehati-hatian saat 

menggunakan BAS, karena terdapat perbedaan kode BAS antara akuntansi pemerintah pusat dengan 

akuntansi pemerintah daerah.  Perbedaan tersebut terdapat pada level jenis akun, atau level kedua 

BAS, yaitu khususnya untuk belanja modal. Akun Belanja Modal ini menggunakan BAS digit 1 dan 2, 

yaitu 52, pada akuntansi Pemda berdasar Permendagri 64 Tahun 2013. Padahal pada akuntansi 

pemerintah pusat akun Belanja Modal memiliki kode BAS 53. Perbedaan tersebut menyebabkan, kita 

harus selalu cermat dalam memilih akun yang tepat saat menjurnal transaksi antara jurnal untuk 

pembukuan basis kas serta jurnal untuk pembukuan basis akrual.  

Untuk kode dua digit belanja 51 dan 52 perlu dibuat penjabaran lebih lanjut berupa mapping 

akun-akun, untuk tingkat akun sampai 3 digit, untuk menjelaskan adanya perbedaan dalam menjurnal 

satu transaksi yang sama. Perbedaan penjurnalan atas transaksi yang berpengaruh atas suatu akun, 

ke dalam jurnal untuk buku besar kas dan jurnal untuk buku besar akrual, dapat dilihat contohnya 

pada daftar berikut (untuk mapping untuk tingkat akun sampai 4 digit, karena akan terlalu banyak, 

dapat dieksplor sendiri pada apikasi SKPD). 

Akun -Akun LRA (Pembukuan Basis Kas)  Akun -Akun Pembukuan Basis Akrual  

Kode Nama Akun  Kode Nama Akun  
 511 Belanja Pegawai  911 Beban Peg awai ð LO 

 512 Belanja Barang dan Jasa  912 Beban Barang dan Jasa  

 513 Belanja Bunga  913 Beban Bunga  

 514 Belanja Subsidi  914 Beban Subsidi  

 515 Belanja Hibah  915 Beban Hibah  

 516 Belanja Bantuan Sosial  916 Beban Bantuan Sosial  
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Akun -Akun LRA (Pembukuan Basis Kas)  Akun -Akun Pembukuan Basis Akrual  
  917 Beban Penyusutan dan Amortisasi  

  918 Beban Penyisihan Piutang  

  919 Beban Lain -lain  
    

521 Belanja Modal Tanah  131 Tanah  

 522 Belanja Modal Peralatan dan Mesin  132 Peralatan dan Mesin  

 523 Belanja Modal Gedung dan Bangunan  133 Gedung dan Bangunan  

 524 Belanja Moda l Jalan, Irigasi dan Jaringan  134 Jalan, Irigasi, dan Jaringan  

 525 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  135 Aset Tetap Lainnya  

  136 Konstruksi Dalam Pengerjaan  

  137 Akumulasi Penyusutan  

 531 Belanja Tak Terduga    
    

611 Transfer Bagi Hasil Pajak Daer ah  921 Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah  

612 Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  922 Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya  

621 Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah 
Daerah Lainnya  

923 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah 
Daerah Lainnya  

622 Transfer Bantuan Keuangan ke Desa  924 Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa  

623 Transfer Bantuan Keuangan Lainnya  925 Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya  

624 Transfer Dana Otonomi Khusus  926 Beban Transfer Dana Otonomi Khusus  

  931 Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO 

  932 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO 

  933 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO 

  941 Beban Luar Biasa  

E. MEREVIEW AKUN-AKUN UNTUK PEMBUKUAN BERBASIS AKRUAL  
Untuk mereview akun-akun yang ada pada aplikasi ini, klik pada menu kedua Lihat Kode dan 

Nama Akun Basis Akrual untuk pembukuan berbasis akrual. Nanti akan terbuka tampilan 

sebagaimana dapat diliihat pada gambar 7. Pada tampilan tersebut kita melihat terdapat tiga panel 

dengan kode BAS masing-masing. Panel pertama paling atas, menunjukkan kode jenis akun, satu jenis 

akun untuk satu tampilan. Kita bisa berpindah-pindah antar satu kode jenis akun dengan jenis akun 

yang lain dengan mengklik tombol navigasi langsung di bawah panel atas ini. Klik panah ke kanan untuk 

melihat kode jenis akun berikutnya setelah jenis akun yang tampil. Misal pada tampilan Gambar 7 

Kode Jenis Akun yang aktif adalah 11 Aset Lancar. Dengan klik panah kanan, akan tampil kode jenis 

akun 12, yaitu Aset Tetap.  

Gambar 7 Mereview Kode Akun Basis Akrual 
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F. MEREVIEW KODE DAN NAMA AKUN PEMBUKUAN BERBASIS KAS 
Untuk mereview akun-akun pembukuan berbasis kas pada aplikasi ini, klik pada menu ketiga 

Lihat Kode dan Nama Akun Basis Kas (LRA). Selanjutnya akan terbuka tampilan sebagaimana dapat 

pada gambar 8. Pada panel kedua tampilan tersebut ditunjuk Akun 512 yaitu Belanja Barang dan Jasa. 

Akun-akun rincian apa saja dalam kode akun 5 digit yang ada di bawah kode akun 512 bisa dilihat di 

panel ketiga. Untuk kesederhanaan dan karena untuk tujuan pembelajaran, aplikasi hanya 

menunjukkan rincian sampai kode akun 5 digit, kecuali Belanja Gaji sampai 7 digit.  

Gambar 8 Mereview Kode Akun Basis Kas 
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BAB III REVIEW DAN PENGGUNAAN APLIKASI BERDASARKAN KASUS HIPOTETIS 
 

A. MEREVIEW HASIL PENGGUNAAN APLIKASI UNTUK KASUS HIPOTETIS 
Pada bagian ini kita akan memproses kasus hipotesis menggunakan aplikasi akuntansi SKPD ini. 

Sebelumnya akan dijelaskan kasus hipotetis tersebut yaitu data keuangan dari Dinas Pertanahan dan 

Tata Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten XXX. Sebelum melakukan seluruh pemrosesan sesuai data 

hipotetis tersebut, hasil akhir dari seluruh pemrosesan akan kita review terlebih dahulu di sini. 

Aplikasi Akuntansi SKPD yang sudah diinstal sudah berisi data hasil pemrosesan atas kasus 

hipotetis ini. Dengan menyertakan hasil yang telah selesai, diharapkan upaya mempelajari 

penggunaan aplikasi ini dapat dilakukan dengan lebih sistematis. Upaya tersebut dilakukan dengan 

dua langkah, pertama mereview secara keseluruhan hasil proses input, lalu selanjutnya melakukan 

penginputan jurnal transaksi kembali ke dalam aplikasi secara satu persatu dari awal. 

Bagaimana membuka aplikasi pertama kali telah dijelaskan pada Bab II (bisa lihat kembali 

Gambar 7, 8 dan 9)Σ ȅŀƛǘǳ Řƛƭŀƪǳƪŀƴ ŘŜƴƎŀƴ ƳŜƴƎƪƭƛƪ ǇŀŘŀ ŦƛƭŜ ŀŎŎŜǎǎ άAplikasi Akuntansi 

SKPD.accdeέ ǇŀŘŀ ŦƻƭŘŜǊ Ƙŀǎƛƭ ƛƴǎǘŀƭŀǎƛ ȅŀƛǘǳ Řƛ /Υ\Aplikasi Akuntansi SKPD 1.0.  Setelah diinstal dapat 

dilihat bahwa aplikasi telah memiliki isi hasil penjurnalan transaksi, yaitu dengan mengklik menu 

keenam dan ketujuh, yaitu laporan basis akrual dan basis kas. Semua laporan telah berisi data, yang 

merupakan hasil akhir dari pemrosesan transaksi-transaksi sesuai kasus hipotetis yang akan dijelaskan 

pada Bab ini. 

Setelah review atas laporan-laporan dilakukan, berikutnya adalah bagaimana kita mencoba 

memproses menjurnal sendiri transaksi-transaksi pada kasus hipotetis ini. Untuk itu kita perlu 

mengosongkan semua data yang telah masuk ke dalam aplikasi terlebih dahulu, yaitu dengan 

mengakses menu kelima Pilih Menu Input Jurnal dan memilih submenu Hapus Data Anggaran dan 

Jurnal. Namun di lain pihak kita tetap perlu memiliki akses terhadap aplikasi yang sudah berisi data 

lengkap ini. Untuk itu, sebelum menghapus, kita lakukan backup atas data yang telah memiliki 

transaksi lengkap ini. Proses backup dilakukan dengan mengklik menu kelima Pilih Menu Input Jurnal 

dan memilih submenu Buka Form Backup. Tampilan Form Backup adalah sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar  9 berikut. 

Gambar 9 Form Back Up 

 
 

Setelah tombol Buka Form Backup diklik, aplikasi akan membuka form pada aplikasi 

penghubung yaitu PenghubungBackup.accde. Bentuk form hampir sama dengan form pada Gambar 
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13 di atas. Seharusnya dengan membuka database PenghubungBackup ini, aplikasi Akuntansi SKPD 

awal otomatis tertutup. Jika belum tertutup, bisa ditutup secara manual. Selanjutnya klik pada tombol 

Backup Database, akan muncul tampilan dialog untuk memastikan apakah kita akan melakukan 

backup. Klik OK, lalu backup pun akan dilakukan. Hasilnya dapat dilihat pada folder C:\Aplikasi 

Akuntansi SKPD 1.0, akan terdapat file database baru yaitu file dengan nama sama diberi tambahan 

ƪŀǘŀ άbackupέ di belakangnya, yaitu menjadi άAplikasi Akuntansi SKPD ςBackup.accde.έ Selanjutnya 

setiap kali ingin mengecek pemrosesan yang telah dilakukan, misal atas kasus hipotetis ini, maka kita 

dapat ƳŜƭƛƘŀǘƴȅŀ ǇŀŘŀ ŦƛƭŜ ŘŀǘŀōŀǎŜ άAplikasi Akuntansi SKPD - Backup.accdeέ ƛƴƛΦ Jika backup 

diinginkan terbentuk beberapa versi, kita bisa melakukan rename pada file backup yang sudah dibuat, 

misal diberi identifikasi tanggal backup, lalu membuat backup yang baru. 

Setelah melakukan backup, tahapan berikutnya adalah bagaimana mengosongkan transaksi 

yang ada. Kembali buka aplikasi, kemudian klik menu kelima kembali, dan klik pada submenu  Hapus 

Data Anggaran atau Jurnal. Selanjutnya akan tampil form Hapus Data sebagaimana dapat dilihat pada 

Gambar 10. 

Gambar 10 Form Hapus Data Transaksi/ Anggaran 

 
 

Pilihan penghapusan pada form di atas ada 3 level, yaitu sebagai berikut: 

1. Pilihan menghapus hanya jurnal Transkasi Akrual saja atau Transaksi Kas  saja. Pilihan ini misalnya 

ketika kita ingin mengubah hanya salah satu proses input jurnal saja, yaitu baik jurnal akrual saja 

atau jurnal LRA saja.  

2. Pilihan Hapus Data Anggaran. Ini jika kita mengalami kesalahan dalam menginput data anggarn. 

3. Pilihan Hapus Semua Jurnal baik Transaksi Akrual, Kas, maupun anggaran. 

Sebelum menghapus, pastikan sudah melakukan backup. Selain itu untuk kepentingan ujian 

sertifikasi, Anda perlu juga melakukan proses pengambilan data atau backup versi kedua, yaitu 

ƳŜƴƧŀŘƛ Řŀǘŀ ŘŀƭŀƳ ŦƻǊƳŀǘ ŀǇƭƛƪŀǎƛ 9ȄŎŜƭΦ Yƭƛƪ ǇŀŘŀ ŦƛƭŜ άAplikasi SKPD Excel.xlsmΦέ Maka akan tampil 

form impor sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 11 berikut. Dengan klik tombol Impor, akan 

muncul pilihan mengimpor 5 tabel dari Aplikasi Akuntansi SKPD menjadi mengisi worksheet yang 

sesuai. Layar submenu pilihan mengimpor data adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 12. 

Bisa Anda cek, posisi awal data worksheet pada file excel ini (yaitu pada worksheet Anggaran, Header 

Akrual, dan seterusnya), tidak berisi apa-apa, selain nama worksheet saja. Dengan klik impor 

HeaderAkr, maka sheet HeaderAkr akan otomatis terisi. Demikian juga dengan worksheet-worksheet 
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lain akan terisi data backup dari database, setelah tombol pilihan diklik. Contoh tampilan Worksheet 

setelah terisi data dari aplikasi SKPD adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 13.  

Gambar 11 Form Impor Data ke File Backup Excel 

 
 

Gambar 12 Layar Pilihan Mengimpor 5 Tabel dari Aplikasi Akuntansi SKPD ke Excel 

 
 

Gambar 13 Hasil Impor Data ke dalam Worksheet Excel 
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B. DATA ANGGARAN SKPD 
Mari kita lanjutkan ilustrasi kasus hipotesis SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten 

XX kita. Pada tahun 2016 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten memperoleh DPA sebagaimana 

dapat dilihat pada Gambar 18. Sebagaimana pada data DPA tersebut, terdapat data Belanja Langsung 

dan Tidak Langsung dan data nama-nama program yang dimiliki SKPD Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang. Aplikasi SKPD melakukan sedikit modifikasi untuk menyederhanakan proses pemasukan data 

ke dalam aplikasi sebagaimana telah disinggung pada Bab I. Yaitu pembagian belanja menjadi Belanja 

Langsung dan Belanja Tidak Langsung ditiadakan. Oleh karena itu keterangan Belanja Langsung dan 

Tidak Langsung pada DPA pada Gambar 14, dapat diabaikan saat diinput di aplikasi SKPD. 

Gambar 14 DPA SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

 
 

PENDAPATAN

08 Program Penyelesaiaan Konflik-Konflik Pertanahan

411 Pendapatan Pajak Daerah

41111 Pajak Parkir - LRA Rp25,000,000

41112 Pajak Air Tanah - LRA Rp35,000,000

Rp60,000,000

 BELANJA  

 BELANJA TIDAK LANGSUNG  

511 Belanja Pegawai

5110101 Belanja Pegawai Gaji Rp2,274,915,040

5110102 Belanja Pegawai Tunjangan Keluarga Rp213,943,410

5110103 Belanja Pegawai Tunjangan Jabatan Rp168,435,000

5110105 Belanja Pegawai Tunjangan Fungsional Umum Rp80,412,000

5110106 Belanja Pegawai Tunjangan Beras Rp106,312,560

5110107 Belanja Pegawai Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus Rp9,796,213

5110108  Pembulatan Gaji  Rp35,814

5110125  Iuran Jaminan Kecelakan Kerja  Rp5,459,796

5110126  Iuran Jaminan Kematian  Rp16,379,388

Rp2,875,689,221

 BELANJA LANGSUNG  

 Program Perencanaan Tata Ruang  

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp10,000,000

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp17,900,000

51207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp5,000,000

51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp236,950,000

51211 Belanja Makanan dan  Minuman Rp44,800,000

51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp645,000,000

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp18,250,000

51225 Honorarium PNS Rp9,250,000

Rp987,150,000

 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang  

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp71,700,000

51203 Belanja Jasa Kantor Rp53,500,000

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp40,100,000

51207 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir Rp7,500,000

51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp140,650,000

51211 Belanja Makanan dan  Minuman Rp117,130,000

51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp321,000,000

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp108,500,000

51225 Honorarium PNS Rp28,250,000

51226 Honorarium Non PNS Rp92,275,000 Rp980,605,000

521 Belanja Modal

52103 Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan Rp204,000,000

52213 Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat PenyimpanRp2,400,000 Rp206,400,000

Rp1,187,005,000

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp164,930,143

51203 Belanja Jasa Kantor Rp108,800,000

51204 Belanja Premi Asuransi Rp23,100,000

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp117,734,400

51211 Belanja Makanan dan  Minuman Rp50,760,000

51215 Belanja Perjalanan Dinas Rp374,875,000

51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp268,800,000

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp8,000,000

51225 Honorarium PNS Rp6,000,000

Rp1,122,999,543

TAHUN ANGGARAN 2016
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH: DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG, PEMERINTAH KABUPATEN XX

DAFTAR PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)
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C. MENGINPUT DATA PROGRAM 
Sebelum dapat menginput data anggaran, terlebih dahulu harus dilakukan input atas data 

program. Terdapat 8 program pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang yang menjadi Kasus 

Hipotetis kita sesuai data DPA. Kedelapan Program tersebut kita input ke dalam aplikasi SKPD dengan 

mengklik menu keempat Input dan Review Nama Program. Kita berikan kode sederhana untuk setiap 

program dengan angka dua digit yaitu 01 sampai dengan 08. Tampilan layar input setelah menu 

program diinput adalah sebagaimana pada Gambar 15 berikut.  

Gambar 15 Menginput Data Program 

 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur  

512 Belanja Barang dan Jasa

51202 Belanja Bahan/Material Rp40,000,000

51205 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Rp169,680,000

51220 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak KetigaRp60,000,000

51226 Honorarium Non PNS Rp25,000,000 Rp294,680,000

521 Belanja Modal Aset Berwujud

52327 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Rp57,000,000

52328 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah TanggaRp151,537,500

52329 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Rp186,250,000

52331 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio Rp128,500,000

52389 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap RenovasiRp214,400,000 Rp737,687,500

526 Belanja Modal Aset Tak Berwujud

52601 Belanja Modal Aset Tak Berwujud Merk Rp35,000,000 Rp35,000,000

Rp1,067,367,500

 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan  

512 Belanja Barang dan Jasa

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp10,000,000

51211 Belanja Makanan dan  Minuman Rp7,000,000

51219 Belanja Jasa Konsultansi Rp65,000,000

51225 Honorarium PNS Rp46,625,000

Rp128,625,000

 Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah  

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp17,000,000

51202 Belanja Bahan/Material Rp13,000,000

51203 Belanja Jasa Kantor Rp70,000,000

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp8,325,000

51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp18,200,000

51211 Belanja Makanan dan  Minuman Rp26,490,000

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS Rp9,000,000

Rp162,015,000

 Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan  

512 Belanja Barang dan Jasa

51201 Belanja Bahan Pakai Habis Rp5,000,000

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan Rp1,500,000

51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Rp6,300,000

51211 Belanja Makanan dan  Minuman Rp18,525,000

Rp31,325,000

TOTAL BELANJA Rp7,562,176,264

SURPLUS/DEFISIT LRA -Rp7,502,176,264
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D. MENGINPUT DATA ANGGARAN 
Untuk memasukkan data anggaran ini ke dalam aplikasi, maka kita pilih menu kelima dari daftar 

menu aplikasi kita, yaitu menu Pilih Mode Input Jurnal. Setelah menu dipilih akan muncul layar 

submenu pilihan input jurnal, sebagaimana pada Gambar 16. 

Gambar 16 Menu Pilih Mode Input Jurnal 

 
 

Untuk menginput data anggaran, kita pilih submenu pertama, Input Data Anggaran. Selanjutnya 

akan muncul layar input data anggaran seperti pada Gambar 17 berikut.  

Gambar 17 Tampilan Input Data Anggaran dan Hasil Input DPA SKPD Kasus Hipotetis 

 
 

Untuk diketahui, layar input data anggaran ini meski bentuknya jurnal, tidak perlu diisi seperti jurnal 

biasa, yaitu debet dan kreditnya seimbang. Jurnal cukup diisi di kolom kredit saja untuk anggaran 

pendapatan dan di kolom debet saja untuk anggaran belanja. Penginputan di sini diperlukan untuk 

memungkinkan terbentuknya kolom anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran yang nanti akan 

dibandingkan dengan realisasi anggaran-nya masing-masing. Sebagai alternatif input data anggaran 

ini bisa juga disebut jurnal single entry.  

Input data anggaran dibuat perprogram. Sesuai data DPA di atas dan sebagaimana telah 
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dijelaskan sebelumnya, pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini terdapat 7 program. Dengan 

menjadikan Biaya Tidak Langsung sebagai program sendiri, maka pada SKPD menjadi terdapat 8 

program. Hasil input program kita gunakan yang sebelumnya sudah kita inputkan dengan mengklik 

menu ketiga akan muncul sebagai pilihan program dalam menu Input Data Anggaran ini.  

Untuk mengisi input data ini, ada 4 hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut, sebagaimana dapat 

dicermati pada penjelasan Potongan 1 sampai Potongan 4 pada Gambar 18 berikut. 

 

Gambar 18 Tampilan Daftar Data Anggaran 

 

 
 

Pada Potongan 4 pada Gambar 18 diperlihatkan, terdapat tombol paling kanan pada layar Input 

Data Anggaran ini yaitu tombol preview. Setelah semua data anggaran diinput, klik tombol tersebut, 

maka akan tampil Layar Hasil Input Data Anggaran, sebagaimana pada Gambar 19 berikut.  

 

Gambar 19 Tampilan Preview Hasil Input Data Anggaran 
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E. MENJURNAL TRANSAKSI NERACA AWAL 
Sebagai SKPD yang baru menerapkan aplikasi, tetapi telah berdiri cukup lama sebelumnya, maka 

tentu saja data-data Asset, Kewajiban, dan Ekuitas SKPD tersebut belum masuk ke dalam aplikasi. 

Data-data ini sebelum menjurnal transaksi harus kita masukkan terlebih dahulu sebagai Neraca Awal. 

Pada tahun-tahun selanjutnya, ketika aplikasi tinggal melanjutkan proses yang telah berjalan, maka 

input Neraca awal tidak perlu dilakukan lagi, dan Neraca SKPD akan diupdate dengan perkembangan 

selama satu tahun anggaran yang telah berjalan tersebut. 

Melanjutkan ilustrasi kasus hipotetis, asumsikan Neraca Awal SKPD Dinas Pertanahan dan Tata 

Ruang adalah sebagaimana pada Gambar 20 berikut. 

 

Gambar 20 Neraca Awal (1 Jan 2016) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

 

 
 

31 December 2018

1 ASET

11 ASET LANCAR

11102 Kas di Bendahara Pengeluaran 0.00

11103 Kas di Bendahara Penerimaan 0.00

11104 Kas di BLUD 0.00

11106 Kas di Bendahara BOS 0.00

11301 Piutang Pajak 0.00

11302 Piutang Retribusi 0.00

11304 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 0.00

11406 Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi 0.00

11407 Piutang Lainnya 0.00

11501 Penyisihan Piutang 0.00

11601 Belanja Dibayar Dimuka 0.00

11701 Persediaan 1,320,500.00

1,320,500.00

13 ASET TETAP

13101 Tanah 648,285,250.00

13201 Peralatan dan Mesin 2,282,306,137.00

13301 Gedung dan Bangunan 711,475,721.00

13401 Jalan, Irigasi dan Jaringan 30,833,700.00

13501 Aset Tetap Lainnya 3,242,500.00

13601 Konstruksi dalam Pengerjaan 0.00

13701 Akumulasi Penyusutan (1,772,233,962.00)

1,903,909,346.00

15 ASET LAINNYA

15101 Tagihan Penjualan Angsuran 0.00

15102 Tuntutan Ganti Rugi 0.00

15201 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0.00

15301 Aset Tak Berwujud 57,770,000.00

15306 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (31,820,000.00)

15401 Aset Lain-lain 0.00

15501 Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya 0.00

25,950,000.00

1,931,179,846.00

SATKER : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

JUMLAH ASET LANCAR

JUMLAH ASET TETAP

JUMLAH ASET LAINNYA

JUMLAH ASET

No Uraian
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Data Neraca awal ini akan kita input melalui sub menu kedua Jurnal untuk Buku Basis Akrual. 

Setelah submenu diklik, dan kemudian diisi neraca awal sesuai data di atas, tampilan jurnal buku 

akrual adalah sebagaimana pada Gambar 21 berikut. Terdapat navigasi untuk berganti SKPD di bagian 

bawah yang terpotong pada Gambar 21 tersebut. Memang didesain seperti itu, karena sementara 

menu ini tidak perlu digunakan karena kita hanya akan mengerjakan akuntansi untuk satu SKPD saja.  

 

Gambar 21 Tampilan Jurnal Buku Basis Akrual dan Hasil Input Neraca Awal 

 

 
 

Sama seperti pada Input Data Anggaran pada tombol di bawah paling kanan, terdapat tombol 

preview. Klik pada tombol ini untuk mengecek hasil input Jurnal Neraca Awal kita apakah sudah sesuai 

dengan kasus hipotetis. 

 

 

2 KEWAJIBAN

21 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

21101 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 0.00

21201 Utang Bunga 0.00

21301 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 0.00

21401 Pendapatan Diterima Dimuka 0.00

21501 Utang Belanja 4,156,076.00

21601 Utang Jangka Pendek Lainnya 0.00

4,156,076.00

4,156,076.00

3 EKUITAS

31101 Ekuitas 1,927,023,770.00

1,927,023,770.00

1,931,179,846.00

JUMLAH KEWAJIBAN

JUMLAH EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
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F. INFORMASI TRANSAKSI  
Kita lanjutkan kasus hipotetis kita dengan transaksi. Selama tahun 2016, SKPD Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk melayani kebutuhan 

masyarakat di bidang pertanahan dan tata ruang. Kegiatan-kegiatan SKPD yang ada konsekuensi 

keuangan akan dimasukkan ke dalam sistem akuntansi, di antaranya melaui aplikasi ini. Untuk 

menyederhanakan permasalahan, transaksi kita asumsikan bersifat sekumpulan transaksi sekaligus. 

Pada kenyataan di lapangan tentu model pelaksanaan transaksi tidak seperti itu. Namun untuk 

kepentingan penjelasan yang lengkap maka beberapa transaksi diasumsikan dilaksanakan sekaligus, 

sehingga bisa dibuat jurnal secara gabungan.  

Transaksi akan dibagi berdasar realisasi per program serta dilakukan pemisahan berdasarkan 

jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Belanja barang, jika ada 

konsekuensi pembelian persediaan juga termasuk yang akan dipisahkan sebagai jurnal transaksi 

tersendiri. Demikian pula untuk Belanja Modal, akan dipisahkan sebagai transaksi tersendiri terpisah 

dari Belanja Barang atau Belanja Pegawai yang menyertainya, jika ada. 

Data lengkap transaksi selama tahun 2016 pada SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah 

sebagai berikut: 

1/13/2016 Untuk operasional kantor, SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memperoleh penetapan uang persediaan untuk 
tahun 2016 sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 13 Januari SP2D UP diterima Bendahara Pengeluaran dari Kasda.  

1/25/2016 Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab program 02, bendahara pengeluaran membayar dari uang persediaan 
sebesar Rp 36.180.000.  Uang persediaan dicatat dengan metode fluctuating fund. Pembayaran adalah pengeluaran 
yang dibebankan ke akun-akun sebagai berikut pada tanggal 25 Januari 2016: 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51225 Honorarium PNS 91225 Honorarium PNS Rp1,000,000 

51207 Belanja Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

91207 Beban Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

Rp5,000,000 

51211 Belanja Makanan dan  Minuman 91211 Beban Makanan dan Minuman Rp30,180,000 
 

1/25/2016 Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban program 02 dan 
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 25 Januari 2016 Langsung kepada rekening rekanan. 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51219 Belanja Jasa Konsultansi 91219 Beban Jasa Konsultasi Rp119,376,000 

51106 Insentif Pemungutan Retribusi 
Daerah 

91106 Insentif Pemungutan Retribusi 
Daerah 

Rp235,725,000 

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi 
dan bimbingan teknis PNS 

91223 Beban kursus, pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan teknis 
PNS 

Rp18,250,000 

 

1/28/2016 Selain belanja dan beban di atas, penanggung jawab program 02 juga mengajukan daftar nominatif yang disertai BAST 
Persediaan pada 26 Januari 2016. Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebut dari Kas Bendahara 
Pengeluaran. Persediaan dicatat dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima adalah 
sebagai berikut.  

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51201 Belanja Bahan Pakai Habis 11701 Persediaan Rp10,000,000 

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan 11701 Persediaan Rp17,900,000 
 

2/5/2016 Sebagai bagian dari dana tanggap darurat atas bencana, gaji dan tunjangan pegawai Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 
dibayarkan sekaligus untuk tahun 2016 secara LS langsung ke rekening pegawai pada tanggal 5 Februari 2016 dengan 
rincian sebagai berikut: 
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 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual  

Kode  Nama Akun Kode Nama Akun Jumlah  

5110101 Belanja Pegawai Gaji 91101 

Beban Gaji dan Tunjangan - 
LO 

Rp2,193,737,780  

5110102 Belanja Pegawai Tunjangan 
Keluarga 

Rp194,712,720  

5110103 Belanja Pegawai Tunjangan 
Jabatan 

Rp154,245,000  

5110105 Belanja Pegawai Tunjangan 
Fungsional Umum 

Rp72,260,000  

5110106 Belanja Pegawai Tunjangan Beras Rp101,677,680  

5110107 Belanja Pegawai Tunjangan 
PPH/Tunjangan Khusus 

Rp6,993,632  

5110108  Pembulatan Gaji   Rp30,039  

5110125  Iuran Jaminan Kecelakan Kerja   Rp4,497,976  

5110126  Iuran Jaminan Kematian   Rp13,493,909  
    

Rp2,741,648,736  
 

3/5/2016 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerima pembayaran Pajak Air Tanah dari obyek pajak perusahaan yang 
melakukan penggalian sumur melebihi kedalaman yang diizinkan. Pajak Air Tanah ini termasuk pada Pajak/Retribusi 
ditetapkan dengan SKP. Tanggal SKP adalah 5 Maret 2016. Perusahaan membayar langsung ke Kas Daerah pada tanggal 
10 April 2016 sebesar Rp 15.000.000. 

3/12/2016 Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab program 03, bendahara pengeluaran membayar sebesar Rp 12.650.000 
Yaitu untuk pengeluaran yang dibebankan pada akun sebagai berikut pada tanggal 12 Maret 2016: 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51225 Honorarium PNS 91225 Honorarium PNS Rp12,650,000.00 
 

3/16/2016 Pengajuan SPM GUP dari Bendahara Pengeluaran disahkan PPK dan SP2D diterima pada tanggal 16 Maret 2016 

SPMGUP dibagi dalam 2 pengajuan, yaitu untuk program 02 untuk transaksi tanggal 25 Januari dan 28 Januari yang 

dibebankan pada program 02, serta untuk transaksi tanggal 12 Maret yang dibebankan pada program 03. 

3/27/2016 Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban program 03 dan 

diterbitkan SP2D LS pada tanggal 27 Maret 2016 langsung kepada rekening rekanan. 

  Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51226 Honorarium Non PNS 91226 Honorarium Non PNS Rp92,275,000 

51203 Belanja Jasa Kantor 91203 Beban Jasa Kantor Rp52,850,000 

51211 Belanja Makanan dan  Minuman 91211 Beban Makanan dan Minuman Rp99,645,000 

51219 Belanja Jasa Konsultansi 91219 Beban Jasa Konsultasi Rp157,767,500 

51208 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 91208 Beban Sewa Sarana Mobilitas Rp109,800,000 

51223 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi 
dan bimbingan teknis PNS 

91223 Beban kursus, pelatihan, sosialisasi 
dan bimbingan teknis PNS 

Rp87,000,000 

 

3/29/2016 Penanggung jawab program 03 juga mengajukan daftar nominatif yang disertai BAST Persediaan pada 29 Maret 2016. 

Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebut dari Kas Bendahara Pengeluaran. Persediaan dicatat 

dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima adalah sebagai berikut.  

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51201 Belanja Bahan Pakai Habis 11701 Persediaan Rp39,200,000.00 

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan 11701 Persediaan Rp24,370,000.00 
 

3/30/2016 Pengajuan SPM GUP dari Bendahara Pengeluaran disahkan PPK dan SP2D diterima pada tanggal 30 MAret 2016 untuk 

mengganti pengeluaran program 03 tanggal 29 Maret. 
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4/5/2016 Selain itu pada program 03 juga telah diterima aset tetap dan dibuat BAST pada 30 Maret 2016. Pembayaran telah 

dilakukan dengan SP2D LS pada 31 Maret. Kode dan nilai belanja / aktiva tetap yang diterima adalah sebagai berikut.  

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

52213 Belanja modal Pengadaan Alat 
Pemeliharaan Tanaman/Alat 
Penyimpan 

13213 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat 
Penyimpan 

Rp2,400,000 

52103 Belanja modal Pengadaan Tanah 
Perkebunan 

13103 Tanah Perkebunan Rp109,600,000 

 

4/10/2016 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerima pembayaran Pajak Air Tanah dari obyek pajak perusahaan yang 

melakukan penggalian sumur melebihi kedalaman yang diizinkan. Pajak Air Tanah ini termasuk pada Pajak/Retribusi 

ditetapkan dengan SKP. Tanggal SKP adalah 5 Maret 2016. Perusahaan membayar langsung ke Kas Daerah pada tanggal 

10 April 2016 sebesar Rp 15.000.000. 

 

Catatan: 

Jurnal yang sudah diinput pada Installer Aplikasi Akuntansi SKPD adalah sampai dengan transaksi tanggal 10 April 2016 di atas. Berikut 

adalah data transaksi lanjutan dari kasus hipotetis SKPD Dinasa Pertanahan dan Tata Ruang. Untuk membandingkan hasil pekerjaan 

Anda dengan jurnal yang telah diinput, pastikan membandingkan laporan keuangan Anda dengan file backup sebelum menginput 

jurnal tambahan ini.  

5/11/2016 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menerima pembayaran Pajak Parkir dari koordinator Juru Parkir untuk periode bulan 

April 2016. Pajak Parkir pada Pajak/Retribusi yang tidak ditetapkan dengan SKP. Koordinator Juru Parkir menyetor ke 

Bendahara Penerimaan pada tanggal 11 Mei 2016 

8/10/2016 Kantor Dinas Pertanahan memiliki kendaraan operasional dengan harga perolehan sebesar Rp.100 juta. Pada tanggal 

10 Agustus 2016, sesuai laporan kehilangan dari kepolisian, salah seorang pegawai menghilangkan kendaraan tersebut. 

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan tanggal tersebut adalah Rp.20 juta. 

8/15/2016 Pada tanggal 15 Agustus 2016 diterbitkan keputusan bahwa pegawai tersebut harus membayar ganti rugi (TGR) 

sebedar Rp.72 juta. Pegawai tersebut bersedia menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), 

dan bersedia mencicil kerugian negara selama 3 tahun, sebesar Rp 2 juta sebulan mulai bulan Desember 2016. 

9/18/2016 Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban program 05 dan 
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 18 September 2016 langsung kepada rekening rekanan. 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51226 Honorarium Non PNS 91226 Honorarium Non PNS Rp23,977,500 

51205 
Belanja Perawatan Kendaraan 
Bermotor 

91205 Beban Perawatan Kendaraan 
Bermotor Rp159,088,348 

 

9/18/2016 Penanggung jawab program 05 juga mengajukan daftar nominatif yang disertai BAST Persediaan pada 18 September 

2016. Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebut dari Kas Bendahara Pengeluaran. Persediaan dicatat 

dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima adalah sebagai berikut.  

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51202 Belanja Bahan/Material 11702 Persediaan Bahan/Material Rp39,998,500 

51220 
Belanja Barang Untuk Diserahkan 
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 

11703 Persediaan Barang Lainnya 
Rp57,984,700 

 

9/16/2016 Pada program 05 juga telah diterima aset tetap dan dibuat BAST pada 16 September 2016. Pembayaran telah dilakukan 
dengan SP2D LS pada 16 September. Kode dan nilai belanja / aktiva tetap yang diterima adalah sebagai berikut.  

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 
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52327  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 
Pengadaan Alat Kantor 

13214   Rp56,620,000 

52328  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 
Pengadaan Alat Rumah Tangga 

13215   Rp150,285,300 

52329  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 
Pengadaan Komputer 

13216   Rp169,358,000 

 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

52331  Belanja Modal Peralatan dan Mesin - 
Pengadaan Alat Studio 

13218   Rp73,385,400 

52389  Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 
Pengadaan Aset Tetap Renovasi 

13602   Rp210,138,250 

 

12/1/2016 Pegawai yang terkena TGR membayar cicilan sebesar Rp.2.000.000 pada 1 Desember kepada Bendahara Penerimaan 

 

G. ANALISIS DAN PENJURNALAN TRANSAKSI 
Pada bagian ini kita akan mulai melakukan penjurnalan atas transaksi-transaksi sesuai kasus 

hipotetis di atas. Pelaksanaan proses penjurnalan ini, untuk transaksi yang akan mempengaruhi baik 

jurnal kas maupun jurnal akrual, akan dijelaskan sekaligus kedua jurnal, tetapi jika hanya akan 

mempengaruhi jurnal akrual misalnya, maka hanya akan dijelaskan jurnal akrualnya saja. Tetapi dalam 

proses penginputan sebenarnya lebih efisien untuk menyelesaikan jurnal akrual terlebih dahulu secara 

keseluruhan, baru kemudian melihat kembali ke status hipotetis dan menjurnal kas secara 

keseluruhan lagi. 

 

Transaksi Anggaran pada Buku Basis Kas/LRA 

Sebelum menjurnal transaksi, untuk buku basis kas/LRA terlebih dahulu harus dilakukan penjurnalan 

anggaran untuk membuka saldo anggaran pendapatan dan anggaran belanja ke dalam buku besar 

kas/LRA dan juga saldo defisit/surplus sesuai yang dianggarkan. Penjurnalan ini diperlukan, agar saat 

menutup jurnal Pendapatan dan Belanja nanti pada akhir tahun, terdapat akun anggaran Pendapatan 

dan Belanja yang dapat ditandingkan antara realisasi dan anggarannya dan dapat menentukan 

realsiasi defisit/surplus anggaran. Jurnal anggaran pada Buku Besar Kas/LRA diinput dengan mengklik 

submenu Jurnal untuk Buku Basis Kas / LRA, dengan tampilan setelah jurnal anggaran pertama dan 

kedua diinput sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 22 berikut. 

Gambar 22 Jurnal Anggaran Pendapatan dan Belanja Program 01 
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Jurnal anggaran ini diiinput untuk setiap program. Untuk anggaran pendapatan diinput pada akun 

ά9ǎǘƛƳŀǎƛ tŜƴŘŀǇŀǘŀƴέ ŘƛŘŜōŜǘ dan untuk Belanja ǇŀŘŀ ŀƪǳƴ ά!ǇǇǊƻǇǊƛŀǎƛ .ŜƭŀƴƧŀέ ŘƛƪǊŜŘƛǘΦ Lawan 

baik akun pendapatan dan belanja adalah Estimasi Perubahan SAL. Gambar 26 di atas menunjukkan 

dua jurnal anggaran pertama dan kedua. Yang pertama adalah untuk jurnal anggaran pendapatan, 

yang hanya ada 1, dan kita pilihkan kode program 00 sebagaimana pada panel kiri. Jurnal kedua adalah 

jurnal anggaran belanja untuk program 01 pada panel kanan. Karena terdapat 6 program lain pada 

kasus hipotetis Satker Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ini, maka akan terdapat 6 jurnal anggaran 

belanja lagi yang dicatat pada Jurnal Buku Basis Kas /LRA ini, bisa Anda lihat pada aplikasi SKPD yang 

telah berisikan data transaksi (pada aplikasi SKPD baru diinput sampai program 05). 

Transaksi 1 

 

Jurnal yang diinput pada sub menu kedua Jurnal untuk Buku Basis Akrual adalah sebagaimana pada 

Gambar 23 berikut. 

Gambar 23 Jurnal Transaksi UP 

 

Karena belum merupakan belanja definitif membebani suatu akun anggaran tertentu pada LRA, maka 

atas transaksi ini tidak dilakukan penjurnalan atas buku kas / LRA. 

Transaksi 2 
1/25/2016 Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab program 02, bendahara pengeluaran membayar dari uang persediaan 

sebesar Rp 36.180.000.  Uang persediaan dicatat dengan metode fluctuating fund. Pembayaran adalah pengeluaran 
yang dibebankan ke akun-akun sebagai berikut pada tanggal 25 Januari 2016: 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51225 Honorarium PNS 91225 Honorarium PNS Rp1,000,000 

51207 Belanja Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

91207 Beban Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

Rp5,000,000 

51211 Belanja Makanan dan  Minuman 91211 Beban Makanan dan Minuman Rp30,180,000 
 

1/13/2016 Untuk operasional kantor, SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memperoleh penetapan uang persediaan untuk 
tahun 2016 sebesar Rp 100 juta. Pada tanggal 13 Januari SP2D UP diterima Bendahara Pengeluaran dari Kasda.  
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Jurnal yang diinput pada sub menu kedua Jurnal untuk Buku Basis Akrual, yang merupakan transaksi 

pembayaran dengan Uang Persediaan oleh Bendahara Pengeluaran dengan metode fluctuating fund, 

akan dicatat sebagaimana pada Gambar 24 berikut. Perhatikan kode akun yang digunakan. 

 

Perlu diperhatikan pula, untuk nomor jurnal, setiap kali menginput transaksi baru, 

setelah menuliskan isi keterangan transaksi dan menekan enter, maka aplikasi akan 

otomatis menawarkan nomor jurnal lanjutan dari jurnal yang sebelumnya telah dicatat. 

 

Gambar 24 Jurnal Akrual Realisasi Program 02 

 

Untuk jurnal LRA, karena pembayaran dilakukan dengan mekanisme uang persediaan dan belum 

diajukan penggantian ke Kas Daerah, maka belum ada penjurnalan pada buku basis Kas/LRA. 

Transaksi 3 

1/25/2016 Pejabat Pembuat Komitmen mengesahkan pengajuan pembayaran oleh rekanan atas beban program 02 dan 
diterbitkan SP2D LS pada tanggal 25 Januari 2016 Langsung kepada rekening rekanan. 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51219 Belanja Jasa Konsultansi 91219 Beban Jasa Konsultasi Rp119,376,000 

51106 Insentif Pemungutan Retribusi 
Daerah 

91106 Insentif Pemungutan 
Retribusi Daerah 

Rp235,725,000 

51223 Belanja kursus, pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan teknis 
PNS 

91223 Beban kursus, pelatihan, 
sosialisasi dan bimbingan 
teknis PNS 

Rp18,250,000 

 

Jurnal yang diinput pada sub menu Jurnal untuk Buku Basis Akrual adalah sebagaimana pada Gambar 

25 berikut. 
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Gambar 25 Jurnal Akrual Realisasi Program 02 

 

Untuk transaksi ini terdapat jurnal kas yang harus dicatat, karena belanja/beban sudah membebani 

Kas Daerah. Dengan mengakses submenu Jurnal untuk Buku Basis Kas / LRA, jurnal untuk basis 

kas/LRA transaksi ini adalah sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 26 berikut. 

Gambar 26 Jurnal Kas / LRA Realisasi Program 02 

 

Transaksi 4 

1/28/2016 Selain belanja dan beban di atas, penanggung jawab program 02 juga mengajukan daftar nominatif yang disertai BAST 
Persediaan pada 26 Januari 2016. Bendahara Pengeluaran membayar pengajuan SPJ tersebut dari Kas Bendahara 
Pengeluaran. Persediaan dicatat dengan pendekatan Asset. Kode dan nilai belanja / persediaan yang diterima adalah 
sebagai berikut.  
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 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51201 Belanja Bahan Pakai Habis 11701 Persediaan Rp10,000,000 

51206 Belanja Cetak dan Penggandaan 11701 Persediaan Rp17,900,000 
 

Pencatatan transaksi 4 dan selanjutnya, baik untuk jurnal buku besar akrual maupun untuk buku 

besar kas/LRA dapat dilihat langsung pada aplikasi SKPD yang telah diinstal. Selain itu pencatatan 

transaksi-transaksi di atas belum memperhatikan adanya kewajiban Bendahara  untuk memungut 

atau memotong pajak.  Pada transaksi 3 misalnya dengan transaksi sebagai berikut: 

1/25/2016 Atas Daftar Nominatif dari penanggung jawab program 02, bendahara pengeluaran membayar dari uang persediaan 
sebesar Rp 36.180.000.  Uang persediaan dicatat dengan metode fluctuating fund. Pembayaran adalah pengeluaran 
yang dibebankan ke akun-akun sebagai berikut pada tanggal 25 Januari 2016: 

 Akun Buku Kas / LRA Akun Buku Akrual   

Kode  Nama Akun Kode  Nama Akun Jumlah 

51225 Honorarium PNS 91225 Honorarium PNS Rp1,000,000 

51207 Belanja Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

91207 Beban Sewa 
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 

Rp5,000,000 

51211 Belanja Makanan dan  Minuman 91211 Beban Makanan dan Minuman Rp30,180,000 
 

Untuk honorarium PNS, Bendahara Pengeluaran harus memotong PPH Pasal 21. Misal pegawai 

penerima honor adalah berpangkat III/a, maka PPh Pasal 21 yang harus dipotong adalah 5% sesuai 

ketentuan tarif final PPh 21 atas honorarium PNS golongan III/c.  Maka Bendahara harus memotong 

sebesar 5% x RP 1.000.000 = Rp 50.000,00. Jurnal yang akan dibuat  untuk pemotongan PPh Pasal 21 

ini adalah sebagai berikut: 

Cash di Bendahara Pengeluaran  Rp 50.000  
      Hutang  Penerimaan PPh Pasal 21   Rp 50.000 

Saat disetorkan ke Kas negara, maka jurnal yang akan dibuat Bendahara adalah 

Hutang Penerimaan PPh Pasa 21  Rp 50.000  
      Cash di Bendahara Pengeluaran     Rp 50.000 
 

 

H. ANALISIS DAN PENJURNALAN PENYESUAIAN DAN PENUTUP 
Selanjutnya dilakukan jurnal penyesuaian sesuai data yang diberikan, jika ada. Terakhir dibuat 

jurnal penutup. Namun jurnal penutup ini, pastikan dibuat sesudah atas database dibuat backup 

terlebih dahulu. Laporan-laporan keuangan juga bisa dicetak untuk dijadikan dasar memnyusun jurnal 

penutup serta pada kondisi riil di lapangan menjadi dasar publikasi dan penyusunan Catatan atas 

Laporan Keuangan. Sesudah dibuat jurnal penutup, laporan keuangan hanya akan berisi Neraca. 

Laporan operasional dan LRA akan dinolkan kembali. Dan SKPD akan bisa memulai tahun berikutnya 

dalam pencatatan keuangan mereka.  
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BAB IV LAPORAN-LAPORAN KEUANGAN 
 

A. LAPORAN OPERASIONAL 
Sesudah transaksi-transaksi di jurnal dimasukkan ke dalam aplikasi, dengan mengakses menu 

keenam dari menu utama, yaitǳ  άPreview dan Print Laporan Keuangan Basis AkrualΣέ Ƴŀƪŀ ŀǇƭƛƪŀǎƛ 

akan menampilkan submenu Laporan Keuangan Basis Akrual. Tampilan sub menu ini adalah sebagai 

mana pada Gambar 27 berikut. 

Gambar 27 Sub Menu Preview dan Print Laporan Keuangan Basis Akrual 

 
 

Selanjutnya output pertama dari aplikasi yaitu, yaitu Laporan Operasional, bisa diakses dengan 

mengklik menu ketiga. Sesudah diklik, akan muncul laporan operasional yang bentuknya sebagai mana 

pada Gambar 28. Dapat dilihat pada laporan tersebut bahwa defisit bersih dari SKPD Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang adalah sebesar Rp 3.748.167.236,00. 

B. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Laporan berikutnya, Laporan Perubahan Ekuitas, diakses dari menu keempat pada submenu 

άPreview dan Print Laporan Akrual.έ Tampilan Laporan Perubahan Ekuitas berdasar transaksi-

transaksi yang telah diinput adalah sebagaimana pada Gambar 29. Dapat dilihat pada laporan tersebut 

bahwa Total Ekuitas dari SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang adalah sebesar Rp  1.821.143.446 

Saldo Debet. 

C. NERACA 
Laporan berikutnya, Neraca, dapat diakses dari menu kelima pada submenu άPreview dan Print 

Laporan Akrual.έ Tampilan Neraca SKPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, berdasar transaksi-

transaksi yang telah diinput adalah sebagaimana pada Gambar 30. Dapat dilihat pada laporan tersebut 

bahwa Total Neraca sama dengan Total Kewajiban dan Ekuitas yaitu sebesar Rp 2.247.299.246,00. 

D. LAPORAN REALISASI ANGGARAN 
Selain laporan-laporan dari pembukuan berbasis akrual, sesudah transaksi-transaksi di jurnal 

dimasukkan ke dalam aplikasi, akan terbentuk pula laporan-laporan berbasis kas, yang dapat diakses 

ŘŀǊƛ ƳŜƴǳ ƪŜǘǳƧǳƘ ŘŀǊƛ ƳŜƴǳ ǳǘŀƳŀΣ ȅŀƛǘǳ  άPreview dan Print Laporan Keuangan Basis Kas/LRAΦέ 

Setelah menu ketujuh tersebut diklik, maka aplikasi akan menampilkan submenu Laporan Keuangan 

Basis Kas/LRA. Tampilan sub menu ini adalah sebagai mana pada Gambar 31. 
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Gambar 28 Laporan Operasional 

 
 

Gambar 29 Laporan Perubahan EKuitas 
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Gambar 30 Neraca 
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Gambar 31 Laporan Realisasi Anggaran 
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Gambar 32 LRA Berdasar Program 
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